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PRAKATA 

 

 

 

 

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmadNYA penulisan skripsi dengan 

judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi 

Belanja Modal sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Selatan ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang 

dijadwalkan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi 

belanja modal sebagai variabel intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 

Selatan adalah sebagai berikut: 1) persamaan jalur model 1 pengaruh kinerja 

keuangan (X) terhadap alokasi belanja modal (Z) diperoleh nilai koefisien β 

positif yaitu 0,497 artinya ada pengaruh yang signifikan dan positif, sementara 

nilai (Px2€1) koefisien jalur variabel lain terhadap pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan sebesar 86,78%. Sehingga persamaan 

jalur model 1 adalah : Y2 =  0,497X +  €0,8678. 2) persamaan jalur model 2 

pengaruh kinerja keuangan (X) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) diperoleh 

nilai thitung =0,720 pada sig 0,483 > 0,05, dan β (+) = 0,217 artinya pengaruhnya 

tidak signifikan dan positif. Pengaruh alokasi belanja modal (Z) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y) diperoleh nilai thitung = 0,556 pada sig 0,587 > 0,05, dan 

β (+) = 0,168 artinya pengaruhnya positif dan tidak signifikan. Nilai (Px2€1) 

koefisien jalur variabel lain terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota 
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provinsi Sumatera Selatan sebesar 98,03%. Sehingga persamaan jalur model 2 

adalah : Y1 = 0,217X1 + 0,168Y2 + €0,9803. Jadi, kinerja keuangan terbukti 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal sebagai 

variabel intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. 

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda 

(Maryono) tercinta dan Ibunda (Surgiah) terkasih yang selalu memberikan do’a 
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kesuksesanku 
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Muhammadiyah Palembang. 
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Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf. 
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f. Pegawai Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan yang telah membantu dalam 

pengumpulan data. 

g. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang 

diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak 

usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Meskipun demikian mudah-muJdahan dari skripsi penelitian ini tetap ada manfaat 

yang dapat diperoleh. Amin 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah untuk 

mendekatkan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dan memberikan 

kebebasan yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki daerah. Semangat otonomi daerah dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat saat ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih 

besar dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerahnya sendiri. 

Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan 

mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD).  

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan 

berkesinambungan. Namun pemerintah daerah tetap harus menyinkronkan 

kebijakan yang diambil dengan kebijakan yang pemerintah pusat ambil. 

Sinkronisasi kebijakan ini menjadikan adanya keselarasan program-program 

prioritas yang dialokasikan dalam anggaran pemerintah pusat dan daerah.  

Menurut Wahyuni (2008: 3) Pemerintah daerah dituntut untuk 

memiliki kemampuan keuangan daerah yang lebih besar dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berkurangnya campur 

tangan pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 
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pemerintah daerah mengelola keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan 

daerah yang transfaran, jujur, efektif, efisien, demokratis dan akuntabel.  

Rasio belanja modal pada total belanja daerah mencerminkan porsi 

belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal 

ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang 

diharapkan memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, 

selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Pertumbuhan 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai tolok ukur 

pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran 

pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah 

daerah diukur dari total belanja operasional dan belanja modal yang 

dialokasikan dalam anggaran daerah (Arsa, 2015: 4).  

Menurut Todaro dalam Asepma (2015: 144) ada tiga faktor dalam 

pertumbuhan ekonomi dari setiap negara, yaitu akumulasi modal, 

pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal disini erat 

hubungannya dengan investasi. Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan 

salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, di mana salah satu 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan investasi, 

maka kemampuan keuangan daerah juga harus memadai. Indikator besar 

kecilnya investasi daerah adalah tingginya rasio belanja modal dalam APBD. 

Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh baik 

tidaknya kinerja keuangan daerah.  
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Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. 

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak 

terduga. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran 

belanja modal untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini 

didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.  

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan selanjutnya akan 

menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan biaya 

pemeliharaan. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan 

asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. 

Belanja modal seperti dalam belanja modal tanah, belanja modal peralatan 

dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi 

dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya (Halim, 2016: 213) 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam 

menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam 

jumlah yang banyak, sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup. 

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus 

menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya 

makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2016: 33). Dengan 

demikian terdapat keterkaitan antara alokasi belanja modal, pertumbuhan 

ekonomi dan kinerja keuangan suatu daerah.  
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Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan 

indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakuan untuk 

menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga 

diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi 

kinerja yang akan berlanjut. 

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan 

indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk 

menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga 

diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi 

kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2016: 241) analisis keuangan 

adalah usaha mengidentifikasi ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan 

yang tersedia. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya 

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

Seberapa besar kinerja keuangan pemerintah daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu 

periode ke periode lain digambarkan dalam rasio pertumbuhan ekonominya. 

Rasio pertumbuhan ekonomi ini dilihat dari berbagai komponen penyusunan 

APBD yang terdiri dari rasio pendapatan asli daerah, rasio total pendapatan 

daerah, rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan (Rahman, dkk 

2014: 64).  

Studi terdahulu yang dilakukan Arsa (2015) tentang pengaruh kinerja 

keuangan pada alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah 

kabupaten/kota se-provinsi bali tahun 2006 sampai dengan 2013 
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menunjukkan bahwa derajat desentralisasi dan efektivitas PAD berpengaruh 

positif pada belanja modal, ketergantungan keuangan berpengaruh negatif 

pada alokasi belanja modal, sedangkan kemadirian keuangan dan kontribusi 

BUMD tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal 

berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembangunan ekonomi yang selama ini dilaksanakan ditentukan oleh alokasi 

belanja modal yang dilaksanakan pemerintah, dan semakin tinggi alokasi 

biaya modal yang dikeluarkan, maka dapat menaikan tingkat pertumbuhan 

ekonomi.  

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Asepma (2015) tentang 

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau menunjukkan bahwa (1) 

Kinerja keuangan Kab/Kota di Provinsi secara langsung memiliki pengaruh 

terhadap alokasi belanja modal dengan sumbangan sebesar 59,29%, (2) 

Alokasi belanja modal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi, (3) Kinerja keuangan secara langsung memiliki 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan sumbangan 30,25%, dan 

(4) Kinerja keuangan secara tidak langsung (melalui alokasi belanja modal) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota 

di Provinsi Riau. 

Fenomena yang menarik yang menjadi dasar penelitian ini adalah 

Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Selatan mencatat bahwa trend 

belanja modal tahun 2014 hingga 2016, dimana belanja modal pada tahun 
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2014 sebesar Rp. 733.382 jutaan rupiah dengan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 4,79%, belanja modal pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.037.584 jutaan 

rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,42%, belanja modal pada 

tahun 2016 sebesar Rp. 607.740 jutaan rupiah dengan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 5,03%. Menurut Sukirno (2016: 34) Pertumbuhan ekonomi dalam 

penelitian ini diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 

kapita, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Tabel I.1 

Laporan Realisasi Anggaran Daerah  

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2016 

Tahun Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus/Defisit 

2014 6.252.136.312.520 5.781.570.143.910 470.566.168.610 

2015 5.889.206.929.216 4.495.777.508.204 1.393.429.421.012 

2016 6.582.780.929.676 4.094.471.321.477 2.488.309.608.100 

Sumber: Data Diolah, 2018 
 

Tabel I.2  

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2016 

No Jenis Belanja  
Tahun 

2014 2015 2016 

1 Belanja tidak langsung 4.010.619 3.108.721 3.564.656 

2 Belanja Pegawai 23.441 5.368 4.314 

3 Belanja barang dan jasa 1.041,127 1.017.947 785.861 

4 Belanja Modal 733.382 1.037.584 607.704 

Jumlah 5.781.570 5.169.621 4.962.572 

Sumber: Data Diolah, 2018 
 

Tabel I.3  

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 

Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2016 

No Kabupaten/Kota 
Tahun 

2014 2015 2016 

1 Ogan Komering Ulu 7.987,73 8.230,96 8.556,15 

2 Ogan Komering Ilir 15.902,81 16.667,05 17.450,46 
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3 Muara Enim 29.041,81 31.254,50 32.892,45 

4 Lahat 10.318,70 10.539,02 10.830,61 

5 Musi Rawas 10.510,08 11.049,70 11.647,49 

6 Musi Banyuasin 38.397,52 39.278,56 40.225,89 

7 Banyuasin 15.380,59 16.236,00 17.190,46 

8 OKU Selatan 4.503,08 4.707,44 4.951,26 

9 OKU Timur 7.821,86 8.294,87 8.805,05 

10 Ogan Ilir 5.858,66 6.118,42 6.431,68 

11 Empat Lawang 2.836,12 2.963,80 3.098,26 

12 PALI 3.577,35 3.736,27 3.930,64 

13 Musi Rawas Utara 4.606,18 4.760,11 4.925,76 

 Kota    

1 Palembang 78.091,09 82.345,07 87.088,35 

2 Prabumulih 4.097,01 4.295,41 4.587,79 

3 Pagar Alam 1.814,40 1.892,91 1.974,61 

4 Lubuk Linggau 3.234,07 3.428,61 3.645,48 

Jumlah 17 Kabupaten/Kota 243.979,06 255.798,70 268.232,39 

Sumber: Data Diolah, 2018 

 

Pada tahun 2015 belanja modal mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya sebesar Rp 304.202 jutaan rupiah dengan presentase 41,5% 

sedangkan pertumbuhan ekonomi turun sebesar 0,37%. Pada tahun 2016 

belanja modal mengalami penurunan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 

429.844 dari tahun sebelumnya dengan presentase penurunan sebesar 41,4 % 

sedangkan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,61%. (BPS, 2017). 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan 

unsur pelaksanaan pemerintah daerah pada bagian keuangan yang bertugas 

untuk melakukan pengelolaan terhadap penggunaan aset daerah provinsi 

sumatera selatan. Gubernur Sumatera Selatan selaku kepala pemerintahan 

dalam menjalankan aktivitas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 

dibantu oleh ketua BPKAD.  
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Berdasarkan latar belakang sebelumnya, Hal ini menjadi sesuatu yang 

menarik untuk diteliti agar dapat memperbaiki kinerja keuangan di 

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel 

Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 

yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh kinerja 

keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal sebagai 

variabel intervening provinsi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

alokasi belanja modal sebagai variabel intervening di Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

4. Bagi Penulis 

Sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh kinerja keuangan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal sebagai 

variabel intervening.  
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5. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk agar dapat 

memperbaiki kinerja keuangan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera 

Selatan. 

6. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, 

menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi 

penulis di masa yang akan datang. 
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